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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia pembangunan menjadi 

salah satu hal penting.Salah satu sumber untuk membiayai pembangunan tersebut 

adalah pajak. Seiring perkembangan perekonomian Indonesia maka akan diikuti 

oleh kebijakan-kebiajakan di bidang pajak. Pajak menjadi pemasukan yang 

signifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari 

pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus 

ditingkatkan. karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum 

tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dalam rangka 

meningkatkan pendapatan negara Indonesia menganut 3 sistem pemungutan 

pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan With holding 

Tax System. 

Sistem pemungutan Official Assessment yaitu system pemungutan yang 

memberi wewenang kepada Pemerintah (Fiscus) untuk menentukan system 

pemungutan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh WajibPajak. 

Self Assessment yaitu system pemungutan yang member wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

terutang yang harus dibayar. Withholding tax adalah system pemungutan pajak 

yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak yang ditunjuk 

tersebut berkewajiban untuk menghitung, memungut dan memotong, 

menyetordan melaporkan pajak yang dipungut atau dipotongnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perpajakan. Salah satu pajak yang menggunakan Withholding 

system adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Pajak Penghasilan dalam tahun 

berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasaldari modal, penyerahan 

jasa, atas penyelenggaran kegiatan lain yang selain dipotong oleh PPhPasal 21, 

yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam 
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negeri, penyelenggaran kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 

luar negeri lainnya . 

Dapat disimpulkan, bahwa pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah 

pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, 

penyelenggaraan kegiatan selain dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penerima 

penghasilan sendiri disini yang dimakasudkan haruslah Wajib Pajak Dalam 

Negeri baik Badan atau Badan Usaha Tetap, dan siapa-siapa saja yang berhak 

memotong. Pajak Penghasilan Pasal 23 akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 

berikutnya. Pemotongan jasa penghasilan disini dimaksudkan adalah pihak yang 

membayarkan penghasilan yang menjadi objekPasal 23 itu sendiri.   

Untuk tariff dasar pemotongan PPh Pasal 23 ada dua tariff yaitu: 

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: Dividen, bunga, royalti, hadiah, 

penghargaan, bonus dan sejenisnya. 

2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas: Sewa dan penghasilan lain sehubungan 

dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa. 

 Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang penting, dan PT KCTC 

Samudera Logistik sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 23 wajib 

melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporanatas Sewa dan Jasa PT KCTC 

Samudera Logistik / KSL adalah perusahaan patungan yang pemegang sahamnya 

terdiri dari KCTC (Perusahaan terkait terminal peti kemas terminal Korea KMTC, 

Perusahaan transportasi laut Korea), SilkargoIndonesia (anak perusahaan dari 

Samudera Indonesia Group), dan Transportasi laut Zimmoah. Didukung penuh 

oleh KCTC, sebuah perusahaan Logistik Korea yang terintegrasi dengan memiliki 

layanan logistik lengkap di Korea mulai dari terminal peti kemas, pengiriman 

barang, angkutan berat / curah, transportasi darat pusat distribusi hingga 

penerusan dan kejelasan costum. Kekuatan ini bertemu dengan infrastruktur 

transportasi yang berpengalaman, propesional dan beragam yang dimiliki oleh 

Silkargo Indonesia. 

 PT KCTC Samudera Logistik sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 

23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pengasilan yang 

diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan sewa. Untuk itu Penulis 
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menyajikan Tugas akhir ini sebagai pembelajaran tentang pengenalan lebih baik 

tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang nota benya sangat erat hubungannya 

dengan masyarakat maupun Badan usaha tentang bagaimana pelaksanaan 

perpajakannya maka dari itu penulis membuat judul “MEKANISME 

PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 23 PADAPT KCTC SAMUDERA LOGISTIK ”. 

2.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu: 

1. Bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPhPasal 23 

atas sewa dan jasa pada PT KCTC SamuderaLogistik. 

2. Bagaimana Implementasi penerapan, permasalahan, dan kontribusi PPh 

Pasal 23 PT KCTC Samudera Logistik 

2.3 TujuanPelaksanaanMagang 

Magang merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa DIII 

Ekonomi Universitas Andalas. Adapun tujuan penulis melakukan Praktek Kerja 

Lapangan / Magang ini adalah 

1. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa DIII Akuntansi untuk 

mengikuti untuk mengikuti magang yang merupakan mata kuliah wajib 

pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Andalas. 

2. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program 

Diploma DIII Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. 

3. Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada bangku 

perkuliahan. 

4. Melatih kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain 

yang mempunyai displin ilmu dan karakter yang berbeda. 
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2.4 Manfaat Pelaksanaan Magang 

Manfaat dari kegiatan magang ini dapat kita kategorikan berdasarkan 

masing-masing pihak yang terkait adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Universitas 

a. Dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap pakai pada 

saat selesai melaksanakan studinya di perguruan tinggi dengan tingkat 

pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kerja. 

b. Untuk meningkatkan kemitraan dengan perusahaan di tempat magang 

2. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai sarana untuk menjembatani antara instalasi dengan lembaga 

pendidikan Universitas Andalas agar dapat bekerjasama lebih lanjut 

yang bersifat akademis maupun organisasi. 

b. Dapat membantu kelancaran aktivitas kerja pada perusahaan. 

3. Bagi Penulis atau Peserta Magang 

a. Mendapatkan wawasan yang tidak hanya mengenai teori, melainkan 

berupa pengenalan praktis dan mengenal secara konkret situasi dalam 

dunia kerja. 

b. Memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia kerja 

c. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan 

kondisi yang berbeda antara teori dan praktek di lapangan. 

d. Melatih mahasiswa supaya menjadi pribadi yang disiplin dan 

mematuhi peraturan atau ketentuan yang di tetapkan di perusahaan 

tempat pelaksanaan magang. 

2.5 Tempat dan Waktu Kegiatan Magang 

Kegiatan magang dilaksanakan di PT KCTC Samudera Logistik yang 

beralamat di Gedung Samudera Indonesia lantai 3A Jl. LetjenS.Parman Blok G 

No.Kav 35 RT.2/RW.3 Kemanggisan Kec.Palmerah Kota Jakarta Barat, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. Waktu kegiatan magang yang dilaksanakan penulis pada 

Januari - Febuari 2020 selama kurang lebih 40 hari kerja. 
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2.6 Sistematika Penulisan 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Menguraikan secara ringkas latar belakang masalah, tujuan dan 

manfaat magang, tempat dan waktu magang serta sistematika 

penulisan laporan magang. 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

Berisikan tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang 

melandasi permasalahan yang sedang dibahas. 

Bab III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Merupakan hal-hal yang mengenai gambaran umum perusahaan 

tempat magang yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi 

dan misi, sasaran perusahaan, kegiatan operasional serta struktur 

organisasi dari PT KCTC Samudera Logistik. 

BAB IV: PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang hasil kegiatan magang 

Bab V: PENUTUP 

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang di harapkan 

dapat bermanfaat bagi perusahaan dan kelangsungan aktifitas 

perusahaan dan juga manfaat untuk mahasiswa yang akan 

melaksanakan praktek kerja atau magang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 PAJAK 

1.1.1 DefinisiPajak 

 Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan 

digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan 

salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah 

pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan 

berdasarkan undang-undang. 

 Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1 ayat 1 pengertian 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

1.1.2 Ciri-ciripajak 

1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. 

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun 

hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat 

subjektif dan syarat objektif yaitu, warga negara yang memiliki penghasilan 

tidak kena pajak (PTKP) lebih dari Rp.2.050.000 per bulan. Jika anda adalah 

karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, 

dengan total penghasilan lebih dari Rp.2 juta, maka wajib membayar pajak. 

Jika anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak 

sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 

2013). 

2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara Dalam undang-undang 

pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak 



 

7 
 

yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administrative 

maupun hukuman secara pidana. 

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung 

4. Berdasarkan Undang-undang 

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara.  

1.1.3 Fungsi pajak 

Pajak memiliki peranan dalam kehidupan bernegara, khususnya 

pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai 

seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga 

pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

1. Fungsi Anggaran 

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara 

mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Sehingga 

fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki untuk 

menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 

2. Fungsi Mengatur 

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan 

negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. 

3. Fungsi Pemerataan 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan 

antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Fungsi Stabilisasi 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan 

perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak 

yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.  

 Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum 

dijumpai di berbagai negara. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara 
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di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

 Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota 

masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan system self 

assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal 

Pajak, sesuai fungsi nya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, 

pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsinya 

tersebut. 

1.1.4 JenisPajak 

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat 

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak 

tidak langsung dan pajak langsung. 

a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) 

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib 

pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Tetapi hanya 

dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang 

menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan 

atas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak 

menjual barang mewah. 

b. Pajak Langsung (Direct Tax) 

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada 

wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. 

Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar 

wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena 

wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: 

Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut 
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Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, 

yaitu: pajak daerah dan pajak negara. 

a. Pajak Daerah (Lokal) 

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan 

terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda 

Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak 

hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya. 

b. Pajak Negara (Pusat) 

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui 

instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun 

kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: 

pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, 

dan masih banyak lainnya. 

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak 

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, 

yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif. 

a. Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. 

Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea 

masuk dan masih banyak lainnya. 

b. Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan 

subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. 

Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, 

dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang 
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berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah 

atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat. 

 

1.1.5 Macam- Macam Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Objek pengenaan Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi seperti 

berikut: 

1. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 25/29. 

2. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 21. 

3. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 22. 

4. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 23. 

5. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 24. 

6. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 26. 

7. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2). 

8. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 15 

1.2 Pajak Pengahasilan Pasal 23 

1.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23 

Negara memberikan kewenangan pihak ketiga untuk memungut atau 

memotong Pajak Penghasilan atas suatu transaksi tertentu, istilah yang sering 

didengar adalah With Holding Tax. Pajak Penghasilan Pajak (PPh) Pasal 23 

merupakan salah satu yang termasuk kedalam With Holding System dimana pihak 

ketiga diberikan wewenang untuk memotong pajak. Jadi Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 dapat diartikan , pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi atau badan ) serta bentuk Badan 

Usaha Tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal , 

penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 meliputi dividen , bunga , royalti , hadiah , penghargaan , 

sewa dan penghasilan seuhubungan dengan harta  dan imbalan jasa tertentu. 

1.2.2 Dasar Hukum Pajak PenghasilanPasal 23 
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Dasar Hukum PPh Pasal 23 adalah: 

1. Undang – UndangNomor 36 Tahun 2008 Tanggal 25 September 2008 

Tentang Perubahan Keempat Undang – UndangNomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang 

Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang 

Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman atau Pembiayaan yang tidak 

dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23. 

3. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 33/PJ/2009 tentang perlakuan 

Pajak Penghasilan berupa royalty dari hasil karya sinematografi. 

4. Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 

5. Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-30/PJ/2012 

1.2.3 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPhPasal 23 

1. Pemotong PPh Pasal 23 

a. Badan Pemerintah 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri 

c. Penyelenggara Kegiatan 

d. Bentuk usaha tetap (BUT) 

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh 

Direktur Jenderal Pajak, yaitu : 

Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah 

(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan 

Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas serta Orang pribadi yang 

menjalankan usaha, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditunjuk 

sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa. 
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Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 

23 atas pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyetor dan 

melaporkan PPhPasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku objek PPh Pasal 23. 

2. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 

a. Pembayar Pajak dalam negeri 

b. BUT 

1.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, Penghasilan tersebut dibawahi dengan 

nama dan dalam  bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau 

telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, sebjek badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak 

oleh pihak yang wajib membayarkan: 

      1. Dividen 

2. Bunga  

3. Royalti 

4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya 

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

6. Imbalan sehubungan dengan jasateknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lainnya 

1.2.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 

Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 

jumlah bruto dari penghasilan. Tarif PPhPasal 23 sebelumnya diatur dengan UU 

Nomor 17 tahun 2000, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-70/PJ./2007 dan 

Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008. 

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas : 

 Dividen, bunga dan royalti; 

 Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPhPasal 21 
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2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan 

dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. 

3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi dan jasa konsultan. 

4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai 

berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.  

Berikut ini adalah daftar objek PPh Pasal 23 jasa lainnya tersebut: 

1. Aktuaris; 

2. Akuntansi; 

3. Hukum; 

4. Arsitektur; 

5. Perancang; 

6. Pengeboran; 

7. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan 

gas bumi (migas); 

8. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

9. Penebangan hutan; 

10. Pengolahan limbah; 

11. Outsourcing services; 

12. Keagenan; 

13. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa 

Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan 

Efek Indonesia (KPEI); 

14. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; 

15. Pengisiansuara (dubbing); 

16. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, 

pamphlet, baliho dan folder; 
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17. Pembuatan dan/ataupengelolaan website; 

18. Internet termasuk sambungannya; 

19. Penyelidikan dan keamanan; 

20. Penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

21. Kebersihan atau cleaning service; 

22. Sedot septic tank; 

23. Pemeliharaan kolam; 

24. Freight forwarding; 

25. Logistik; 

26. Pengepakan; 

27. Pengelolaan parkir; 

28. Pembibitan dan/atau penanaman bibit; 

29. Pemeliharaan tanaman; 

30. Permanenan; 

31. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau 

perhutanan; 

32. Dekorasi; 

33. Penerjemahan; 

34. Pelayanan pelabuhan; 

35. Pengangkutan melalui jalur pipa; 

36. Pengelolaan penitipan anak; 

37. Pelatihan dan/atau kursus; 

38. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 

39. Survey; 

40. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan 

pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 
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5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari 

tariff PPh Pasal 23. 

6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan 

untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas: 

 Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; 

 Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah 

dikenakan pajak yang bersifat final. 

1.2.6 Penghasilan Pasal 23 yang dipungut oleh Wajib Pajak  Badan 

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi; 

2. Bunga 

3. Royalti; 

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan oleh penyelenggara kegiatan bunga simpanan yang 

dibayarkan oleh koperasi; 

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

(misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang) yang 

telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; 

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

3.1 Sejarah singkat 

Samudera Indonesia Group (SIG) adalah perusahaan di Indonesia dan Asia 

yang bergerak dalam penyediaan transportasi kargo dan jasa logistik. Dimulai sebagai 

agen pelayaran Internasional. Selama lebih dari setengah abad SIG telahberkembang 

dan memperluas bisnis ke transportasi kargo untuk melayani pelanggan domestik dan 

Internasional. Sejak 1999, SIG tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Konektivitas 

global SIG member jaminan untuk  layanan berkualitas tinggi dalam pengangkutan 

barang diseluruh dunia. 

Samudera Indonesia Group memiliki 4000 karyawan, 50 anak perusahaan, 

dan 40 cabang dan kantor yang dimiliki di semua pelabuhan besar di Indonesia dan 

Asia, dan kantor perwakilan dan lembaga diseluruh dunia yang mendukung bisnis 

SIG dan didukung oleh fasilitas modern, peralatan serta sistem Teknologi Informasi 

yang mendukung. 

Selain itu juga SIG telah mengembangkan kompetensi yang kuat dalam bisnis 

yang membangun kompetensi, SIG telah mempertahankan posisinya sebagai 

perusahaan jasa transportasi kargo yang paling menonjol di Indonesia dan Asia. SIG 

menyediakan layanan yang dikelompokan menjadi empat bagian, yaitu : Pelayaran, 

Logistik, Terminal, dan Agensi. 

3.2 Sejarah UmumSamudera Indonesia 

Samudera Indonesia Group didirikan oleh Soedarpo Sastrosatomo, usahanya 

dimulai pada tahun 1950 sebagai agen pengiriman barang, resmi menjadi perusahaan 

pada tahun 1964, dan sekarang telah menjadi perusahaan pelayaran dan logistic 

terpadu dalam transshipment barang di dunia. Di seluruh wilayah Asia Timur, Timur 

Tengah dan sekitarnya, SIG mengoperasikan kapal, truk, fasilitas pergudangan, pusat 
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distribusi dan pelabuhan dalam rantai logistic lengkap dan terpadu untuk memastikan 

terkirimnya kargo sampai ke tujuan. Beroperasi dengan basis di Indonesia dan 

bermitra dengan sejumlah perusahaan pelayaran yang dikenal di dunia, SIG terdaftar 

di Bursa BursaEfek Indonesia pada tahun 1999. Untuk mendukung para 

pelanggannya, SIG memiliki 4.000 karyawan, 50 anak perusahaan, dan 40 kantor 

cabang di semua pelabuhan besar di Indonesia dan Asia serta kantor perwakilan dan 

agen di seluruh dunia. Pengalaman Samudera yang panjang dan kompetensinya telah 

diakui oleh klien Internasional dan domestik kami dalam 4 bidang yaitu Pelayaran, 

Logistik,Terminal, dan Agensi. 

 

3.3 Visi dan Misi Samudera Indonesia Group 

a. Visi 

Samudera Indonesia memberikan jaringan atau hubungan global yang 

memenuhi kebutuhan pelanggan.Untuk membangun visi, dalam setiap 

perjalanan, perubahan arah terkadang diperlukan bukan untuk mengubah 

tujuan, tetapi untuk tetap dapat mencapai tujuan tersebut. SIG seperti halnya 

para pelaku industry perkapalan dan para pelanggannya ketahui, dunia multi-

moda transportasi sedang mengalami perubahan, dan berubah dengan cepat. 

Untuk dapat menjadi yang terbaik, SIG akan mengembangkan jaringan 

transportasi darat dan laut yang dimiliki dan akan meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusia yang ada untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 

SIG harus menentukan arahnya yang baru, dan berjalan menuju ke tujuan itu. 

Visi baru Perusahaan yang merupakan pengembangan dari objektif awal 

Samudera yang ingin menghubungkan ribuan kepulauan di Indonesia, yang 

mana saat ini SIG sudah memiliki jangkauan global sehingga membutuhkan 

seluruh anggota perusahaan untuk dapat berpikir lebih besar. Disamping 

memiliki banyak kapal, truk dan peralatan pengangkutan lainnya, SIG selalu 

menyadari peran sumber daya manusia dan profesionalismenya untuk 
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menciptakan hubungan yang erat dengan para mitra dan pelanggannya. Semua 

ini telah tercakup dalam visi baru perusahaan dan inilah saat untuk 

mengedepankan pelaksanaannya. 

b. Misi 

Misi dari SIG yaitu Menyediakan pelayanan dengan kualitas tinggi dibidang 

barang, transportasi, dan logistik. 

 

3.4 Logo Perusahaan 

Logo Samudera Indonesia Group mempunyai makna yang berkaitan erat 

dengan sejarah pendirian dan transformasi perusahaan. Cikalbakal SIG adalah sejak 

tahun 1953 dengan  nama ISTA (International Shipping & Transport Agencies). Kata 

Samudera berasal dari bahasa Sansekerta yang berartikan Lautan, sehingga Samudera 

Indonesia diambil dari nama lautan dimana negara Indonesia terletak yaitu Samudera 

Indonesia (atau ketika itu disebut Samudera Hindia) . 

 

Gambar 3.1 

Logo Samudera Indonesia 

Sumber  : Data Primer Samudera Indonesia Group 

Nama Samudera Indonesia dipilih untuk digunakan oleh para pendiri yang 

berlatar belakang pejuang nasionalis yang mencerminkan dan mencirikan 

nasionalisme perusahaan pelayaran nasional. 
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3.5 Strategi Perusahaan 

Samudera Indonesia Group adalah perusahaan pelayaran di Indonesia yang 

merupakan pengangkutan kargo dalam bentuk peti kemas di Indonesia. Strategi 

perusahaan adalah memberikan jasa pelayaran, transportasi dan penunjang 

transportasi di Indonesia secara lengkap sehingga dapat memberikan jasa menyeluruh 

kepada principals, eksportir, importir, pemilik, dan pengirim barang lainnya. 

1. Go Logistics 

Mengembangkan bisnis logistic melalui kemitraan dengan mitra strategis 

yang handal dan pengembangan sendiri yang tidak menimbulkan persaingan 

secara langsung. 

2. Go Regional 

Mengembangkan jaringan bisnis SIG ketingkat regional dengan 

memanfaatkan jaringan yang ada. 

3. Go Liner 

Mengembangkan bisnis feeder kearah liner di regional Asia. 

4. Go Excellent 

Membuat semua bisnis unit mencapai kinerja yang unggul (excellent) untuk 

mendukung pelayanan jasa logistik yang terintegrasi. 

Ekspor merupakan proses pengiriman barang atau komoditas dari suatu 

negara kenegara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Ekspor dan 

Impor dalam volume besar umumnya melibatkan Bea Cukai(Customs) dinegara 

pengiriman maupun penerima. Pihak – pihak yang berhubungan dalam ekspor impor, 

yaitu : 

1. Importir 

2. EkspedisiMuatanKapalLaut (EMKL) 

3. Bea Cukai 

4. Pelabuhan 

5. Carrier 
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6. Deperindag, Karantina. 

7. Kadin 

8. Asuransi 

9. KedutaanAsing 

10. Bank 

11. Eksportir 

12. Mediator 

Keberhasilan SIG dalam meningkatkan volume pelayaran dan logistiknya 

bergantung pada upaya yang gigih dari seluruh karyawan dan bimbingan dari 

manajemen di seluruh unit usaha. Sebagai hasil dari pada tindakan manajemen adalah 

kinerja keuangan yang kuat dimana Laba Bersih telah meningkat signifikan 

menjadiRp 67,7 miliar dengan laba per lembar saham sejumlah Rp.414 juta dari 

kerugian terdahulu di tahun 2009 sebesar Rp.15,6 miliar. Kenaikan kinerja keuangan 

ini akan berujung pada diusulkannya pembagian dividen untuk tahun 2010 dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimana hal ini tidak dapat dilakukan di 

tahun 2009 yang lalu. 

 

3.6 Produk / Jasa 

1. Samudera Pelayaran 

Jasa pengiriman yang menyediakan berbagai jasa dalam bidang 

transportasi laut, termasuk pengiriman kontainer, breakbulk pengiriman, 

pengiriman untuk bahan cair, gas dan kargo curah kering, manajemen kapal, 

layanan penyelamatan, dan galangan kapal. 

2. SamuderaLogistik 

Layanan logistik yang mencakup multi-moda transportasi kargo 

proyek industri, dari pintu ke pintu pengiriman untuk kering, kargo yang 

didinginkan,  kemas/non kemas, yang didukung oleh fasilitas yang 

mendukung dan memberikan solusi satu atap dalam bidang transportasi darat, 
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depot kontainer, gudang dan pusat distribusi, kering-port, angkutan udara, dan 

berat angkat peralatan transportasi, dikelola oleh orang yang sangat terampil 

dan berpengalaman dan didukung dengan sistem Teknologi dan Informasi 

yang canggih. Titik-titik yang kuat memungkinkan SIG untuk memberikan 

layanan yang baik untuk pelanggan. 

3. Samudera Terminal 

SIG menyediakan layanan yang terkait denganpenyediaan terminal, 

seperti bongkar muat, cargodoring, penerimaan dan pengiriman petikemas 

dan non kemas di 20 (duapuluh) pelabuhan di seluruh Indonesia. SIG juga 

bertindak sebagai operator terminal dan sampai saat ini telah membangun dan 

mengoperasikan terminal serbaguna di Tanjung Priok, Jakarta dan terminal 

container baru di Pallaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk memberikan 

layanan terkait dengan penyediaan terminal, dilengkapi dengan berbagai 

peralatan pelabuhan modern seperti forklift, reachstackers, Cranes Harbour 

Mobile, karet Lelah Gantry Cranes, dan Cranes Container. 

4. Samudera Agensi 

Jasa agen SIG mewakili berbagai perusahaan terkenal pelayaran 

global, antara lain Hapag-Lloyd AG, Rickmers-Linie, Amerika Perusahaan 

Arab Shipping, NYK-Hinode dan Korea Perusahaan AngkutanLaut. Untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada prinsipal dan pemilik kargo, SIG 

memberikan layanan yang komperhensif, termasuk penjualan, lalu lintas 

pemasaran, dan operasi, serta melakukan kargo dan operasi kapal. 

 

 

3.7 Sejarah PT KCTC Samudera Logistik 

Pada PT Samudera Indonesia Group iniada salah satu produk / jasanya yaitu 

Samudera logistik, Samudera logistik ini memiliki layanan logistik yang mencakup 

multi-moda transportasi kargo proyek industri, dari pintu ke pintu pengiriman untuk 
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kering, kargo yang di dinginkan, kemas/non kemas, yang didukung oleh fasilitas 

yang mendukung dan memberikan solusi satu atap dalam bidang transportasi darat, 

depot kontainer, gudang dan pusat distribusi, kering-port, angkutan udara, dan berat-

angkat. 

Peralatan transportasi, dikelola oleh orang yang sangat terampil dan 

berpengalaman dan didukung dengan system Teknologi dan Informasi yang canggih. 

Titik-titik yang kuat memungkinkan SIG untuk memberikan layanan yang baik untuk 

pelanggan. Dan pada Samudera Logistik ini terdapat pula bisnis unit yaitu PT. KCTC 

Samudera Logistik memiliki layanan logistik lengkap di Korea mulai dari terminal 

peti kemas, pengiriman barang, angkutan berat / curah, transportasi darat pusat 

distribusi hingga penerusan dan kejelasan costum. Kekuatan ini bertemu dengan 

infrastruktur transportasi yang berpengalaman, profesional dan beragam yang 

dimiliki oleh Silkargo Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Sejarah PT KCTC Samudera Logistik 

 

3.8 Struktur perusahaan PT. KCTC Samudera Logistik 

Struktur perusahaan PT KCTC Samudera Logistik dipimpin oleh Dewan 

Direktur dan dibawahi oleh 3 (tiga) manager, yaitu Marketing Manager, Operation 

Manager dan Finance /GA/HR Manager. 
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Marketing Manager bertugas membuat dan mengeluarkan kebijakan yang 

berhubungan dengan sales dan marketing. 

Operation Manager membawahi secara lansung Supervisor Documentation 

dan CS. Operation Manager bertugas melakukan tindakan administrative dalam 

hubungannya dengan customer, kantor pusat atau agent. Selain itu juga bagian 

Operational ini melakukan kunjungan kepada vendor dan pelanggan serta 

menandatangani dokumen. 

Finance /GA/HR Manager membawahi secara langsung Supervisor 

Accounting/Tax,Treasury, GA&HC. Finance /GA/HR Manager melakukan 

koordinasi lintas unit kerja internal dan eksternal perusahaan untuk meningkatkan 

kerja sama antar wilayah, bisnis unit dan pihak-pihak terkait serta mengatur, 

memonitor, mengkaji dan membuat laporan serta analisa pelaksanaan unit kerja untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan. 
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Gambar 3.3 

Struktur Organisasi PT KCTC Samudera Logistik 
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3.9 Disiplin Kerja pada PT KCTC Samudera Logistik 

Disiplin jam kerja pada PT KCTC Samudera Logistik yakni: 

1. Masuk kantor mulai hari senin sampai jumat jam 08.00 WIB dan pulang pada 

jam 17.00 WIB. 

2. Setiap karyawan yang meninggalkan kantor pada jam kerja harus minta izin 

3. Manajer perusahaan dapat mengevaluasi staffnya atau tanggung jawab 

pekerjaaannya. 

 

3.10 Lokasi PT KCTC Samudera Logistik 

PT KCTC Samudera Logistik beralamat di Gedung Samudera Indonesia lantai 

3A Jl. Letjen S.Parman Blok G No.Kav 35 RT.2/RW.3 KemanggisanKec.Palmerah 

Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 MekanismePemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 pada PT KCTC Samudera Logistik 

4.1.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

PT KCTC Samudera Logistik sebagai wajib pajak bertanggung jawab untuk 

melakukan pemungutan dan pemotongan pajak-pajak meliputi pajak penghasilan: 

PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus 

disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir. Tata cara pemotongannya adalah seperti berikut: 

1. Setiap tagihan dari pihak lain atas pekerjaan jasa dan sewa sehubungan 

dengan penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 harus dipotong PPh 

Pasal 23, kecuali penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan yang telah 

dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2. 

2. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dibuat dan diberikan kepada pemberi jasa 

(rekanan) 

3. Nama pemotong pajak adalah PT KCTC Samudera Logistik 

4. Bukti Pemotongan PPhPasal 23 lembar ke 1 (asli) harus disampaikan kepada 

pemberi jasa 
 
5. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam satu masa pajak di rekapitulasi 

menggunakan formulir daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 
 

4.1.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 
 

Perhitungan PPh 23 sebenarnya sederhana saja, jauh lebih mudah 

dibandingkan perhitungan PPh Pasal 21. Beberapa istilah yang perlu dipahami 

yaitu: 
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1. BUT (Badan Usaha Tetap / Representative Office) = Perwakilan perusahaan 

asing yang berkedudukan di Indonesia. 

2. Jumlah Bruto/ Penghasilan Bruto/Nilai Bruto = Total nilai transaksi 

persewaan. 

3. Jumlah Neto/PenghasilanNeto/Nilai Neto = Total Nilai transaksi persewaan 

[dikurangi] perkiraan cost/expense yang timbul guna memperoleh 

penghasilan persewaan tersebut. 

4. DPP (Dasar PengenaanPajak)/Penghasilan Neto  

5. Pemotong = Pihak yang melakukan pemotongan atas obyek PPh Pasal 23  

6. Terpotong = Pihak penerima penghasilan atas obyek PPh Pasal 23 

penyetoran PPh Pasal 23 

 

 

 

 

ContohPerhitungan: 

 

PT KCTC Samudera Logistik mengadakan perjanjian kontrak pada bulan 

Juni 2019 dengan PT Satuan Harapan Indonesia untuk pengadaan Jasa Tenaga 

kerja / Outsorsing. Nilai Kontrak tersebut sebesar Rp 3.335.465. Adapun 

penghitungan pemotongan adalah: 

Karena PT Satuan Harapan Indonesia memiliki NPWP maka tarif yang 

dikenakan adalah sebesar 2% pembayaran ini termasuk imbalan sehubungan 

 

PPh 23 terutang = Tarif PPh pasal 23 x Dasar PengenaanPajak (DPP)* 
 

= 2% x Dasar PengenaanPajak (DPP)*  

Keterangan: 
 
*DPP yang dimaksud adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
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dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain 

yang selain dipotong.  

PPh Pasal 23 sesuai dengan dasar hukumnya (UU Nomor 36 Tahun 

2008,244/PMK.03/2008,141/PMK.03/2015) 

Perhitungan PPh Pasal 23: 

Nilai Kontrak     : Rp 3.296.515 

Dasar Pengenaan Pajak  : 

 - PPh Pasl 23      : 2 % x Rp 3.296.515 = Rp 65.930 

 - Jumlah yang harus dibayarkan   :        Rp 65.930 

 - PPh Pasal 23 yang disetor    :       Rp 65.930 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

PerincianBuktiPungutanPajakPenghasilan (PPh) Pasal 23 

BulanJuni 2019 

  

Jumlah 

Tarif 

PPh yang 

  

Dipotong 

NO. JenisPenghasilan Penghasilan  

(Rp)   

Bruto (Rp) 

 

    

     

1. Sewa dan 49.350.000 2% 1.013.000 
 penghasilan lain    

 Sehubungan dengan    

 Penggunaan harta    

     

 Sub Total 49.350.000  1.013.000 
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2. Jasa Teknik, Jasa 23.750.000 2% 475.000 
 Manajemen, Jasa    

 Konstruksi, dan Jasa    

 Konsulant kecuali    

 Konsultan kontruksi    

 Sub Total 23.750.000  475.000 

3. 
Jasa Freigh 
forwarding 2.415.070.068 2% 47.844.682 

     

     

 Sub Total 2.415.070.068  47.844.682 

4. 
Jasa internet 
sehubungan 9.077.641 2% 181.555 

 dengan software    

 computer, termasuk    

 perawatan,    

 pemeliharaan dan    

 Perbaikan    

 Sub Total 9.077.641  181.555 

8. Jasa penyedia tenaga 3.296.515 2% 65.930 
 Kerja    

 Sub Total 3.296.515  65.930 

 Total 2.500.544.224  49.580.167 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 

sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk 

lebih jelasnya daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 masa Bulan Juni 2019 dan 

bukti pemotongan PPh pasal 23, pada PT KCTC Samudera Logistik terdapat pada 

lampiran.  

4.1.3 Prosedur Pengisian Surat Pemberitahuan PPh Pasal 23 

Dalam pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 23 di PT KCTC Samudera Logistik 

sarana yang di gunakan adalah Surat Pemberitahuan. SPT ada dua macam, yaitu: 

1. SPT Masa, yaitu surat yang di gunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu 

masa pajak. 
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2. SPT Tahunan, yaitu surat yang di gunakan Wajib Pajak (WP) untuk 

melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu 

tahun pajak. 

Dalam hal ini PT KCTC Samudera Logistik telah memiliki NPWP yaitu 

03.271.869.4-031.000 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

4.1.4 Prosedur Pelaporan Surat Pemberitahuan PPh Pasal 23 

Adapun batas waktu penyampaian atau Pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 

yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal 

20 jatuh pada hari libur maka SPT Masa disampaikan pada hari kerja sebelumnya. 

SPT Masa PPh pasal 23 terdiri dari: 

a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak. 

Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 23 ada beberapa 

lampiran yang harus di cantumkan, yaitu: 

1. Daftar bukti potong PPh pasal 23. 

2. Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh pasal 23. 

3. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP). 

 

4.1.5 Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23 

Perpajakan tentunya tidak lepas dari Akuntansi. Akuntansi pajak merupakan 

salah satu fenomena yang muncul karena keterkaitan keduanya, oleh karena itu 

dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 perlu diterapkan 

akuntansinya.  

Setelah dilakukan pencatatan secara manual, maka dilakukan penginputan 

data masukan dan data keluaran secara komputerisasi setelah sebelumnya 

dilakukan pengkoreksian terlebih dahulu guna mencegah terjadinya kesalahan-

kesalahan dalam pencatatan yang akan mengakibatkan terjadinya pemeriksaan 

oleh fiskus. 
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4.1.6 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 

Penyetoran PPh 23 adalah kegiatan menyetor pajak terutang ke kas Negara 

melalui kantor pos maupun melalui bank Badan Usaha Milik Negara atau bank 

Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Setelah dilakukan 

penghitungan dan diketahui besarnya pajak terutang dan telah dilakukan 

pemotongan pajak, PT KCTC Samudera Logistik selanjutnya berkewajiban untuk 

menyetorkan pajak tersebut ke Bank Mandiri. 

Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan pada bulan takwim berikutnya, selambat-

lambatnya tanggal 10. 

Tata Cara Penyetoran: 

a) Dibuat Daftar Rekapitulasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang sudah 

dibuat oleh PT KCTC Samudera Logistik  

Tabel 4.2 

Daftar Rekapitulasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 

NO Nama Wajib 

Pajak 

Nomor 

NPWP 

Nomor Bukti 

Potong 

Tanggal 

Transaksi 

DPP PPh pasal 

23 

Ket 

I        

        

II        

Jumlah        

 

 

 

  Tanggal 

     ManajerKeuangan 

 

     Jeffry Lambok Nainggolan 
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b) Membuat Surat Setoran Pajak (SSP),  

NPWP   : Di isi nomor NPWP bisnis unit 

Nama WajibPajak : PT KCTC SamuderaLogistik 

Alamat WajibPajak : Alamat PT KCTC SamuderaLogistik 

c) SSP PPh Pasal 23 cukup dibuat 1 (satu) untuk satu masa pajak paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal ini khususnya PT KCTC Samudera 

Logistik adalah melalui Bank Mandiri. 

d) Setiap penyetoran harus dibuatkan bukti penerimaan dan di isi dengan jelas 

tanggal disetor, nama penerima dan stempel dari Bank Mandiri. 

Sarana atau dokumen yang digunakan dalam penyetoran PPh Pasal 23 ini 

adalah formulir Surat Setoran Pajak (SSP). 

4.1.7 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat 

Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di 

dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak 

yang sebenarnya terutang. Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti 

pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap 

melakukan pemotongan atau pemungutan.. 

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib 

melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. 

Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPhPasal 23/26 ke 

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar. 

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPhPasal 23/26 harus disampaikan paling lama 

20 (dua puluh) hari setelah Masa pajak berakhir.  
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4.2 Implementasi Penerapan, Permasalahan dan Kontribusi Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Juni tahun 2019 PT KCTC Samudera Logistik 

4.2.1 Implementasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT KCTC Samudera Logistik apakah 

sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 

Pemotongan, Pelaporan dan PenyetoranPPh pasal 23 pada PT KCTC 

Samudera Logistik sudah sesuai dengan UU No 36 tahun 2008. Tata cara yang ada 

sudah mengacu pada UU tersebut sehingga PT Samudera Indonesia dalam 

pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah benar. 

4.2.2 Permasalahan yang timbul dalam Pemotongan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT KCTC Samudera 

Logistik 

Setiap bulannya banyak pemotongan pajak yang harus dilakukan PT KCTC 

Samudera Logistik sedangkan penyetoran dan pelaporan mempunyai batas waktu . 

Dalam hal ini PT Samudera Indonesia menjelaskan kepada rekanan bahwa 

transaksi tersebut termasuk objek pajak PPh Pasal 23 dengan menunjukan buktinya 

dengan mengacu pada UU No 36 Tahun 2008. 

 

 

Tabel4.3 

Daftar Rekapitulasi Surat Setoran Pajak (SSP) 

Pajak PenghasilanPasal 23 

Masa Pajak Januari – Desember 2019 

PT KCTC Samudera Logistik 

NO Masa Pajak DPP Jumlah yang 
disetor 

Tglsetor Nama 
penyetor 

Tempatpe
nyetoran 

1 Januari 634.423.693 13.010.475 10-Feb -2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI
DIRECT 

2 Febuari 1.260.636.324 25.520.011 12-Mar-2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI
DIRECT 

3 Maret 629.540.128 12.590.800 13-Apr-2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI
DIRECT 
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4 April 996.899.040 20.059.981 10-May-2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI
DIRECT 

5 Mai 1.764.314.499 35.285.883 10-Juni-2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI
DIRECT 

6 Juni 2.500.544.224 49.580.167 11-Juli-2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI
DIRECT 

7 Juli 387.424.632 8.039.242 14-Agus-2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI
DIRECT 

8 Agustus 386.626.000 7.768.400 16-Sept-2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI
DIRECT 

9 September 219.754.229 4.470.086 12-Okt-2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI 
DIRECT 

10 Oktober 859.017.469 17.460.229 14-Nov-2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI
DIRECT 

11 November 967.405.313 19.465.085 11-Des-2019 Reni 
Hamidah 

MANDIRI 
DIRECT 

12 Desember 1.499.314.164 74.965.708 06-Jan-2020 Reni 
Hamidah 

MANDIRI
DIRECT 

Sumber: PT KCTC SAMUDERA LOGISTICS 

 

 

 

Gambar 4.4 

Grafik Perkembangan setoran pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT 

KCTC Samudera Logistik 
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Tabel  DPP bulan Juni 2019 

NO BULAN DPP 

1 Januari 634.423.693 

2 Febuari 1.260.636.324 

3 Maret 629.540.128 

4 April 996.899.040  

5 Mai 1.764.314.499 

6 Juni 2.500.544.224 

7 Juli 387.424.632 

8 Agustus 386.626.000 

9 September 219.754.229 

10 Oktober 859.017.469 

11 November 967.405.313 

12 Desember 1.499.314.164 

4.2.3 Kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 23 Selama Tahun 2019 pada PT 

KCTC Samudera Logistik 

Berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

dari bulan Januari-Desember pada PT KCTC Samudera Logistik mengalami naik 

turun dalam setoran pajaknya dikarenakan setiap bulan pengenaan pajak terhadap 

sewa ataupun jasa yang terkait dengan PPh Pasal 23 terkadang berbeda-beda 

tergantung dari jumlah penyewa jasa ataupun kegiatan yang berhubungan dengan 

objek yang terkena PPh Pasal 23.  

Grafik diatas menunjukan bahwa kontribusi pajak yang dilakukan oleh PT 

KCTC Samudera Logistik cukup signifikan dengan DPP Rp 12.105.889.715 dan 

jumlah PPh Pasal 23 yang disetor sebesar Rp 288.216.067 selama tahun 2019. 

Dengan kontribusi pajak sebesarRp 288.216.067 membuktikan bahwa PT KCTC 

Samudera Logistik dalam kontribusi pajak terhadap negara cukup besar. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang 

berhubungan dengan Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 

23 Pada PT KCTC Samudera Logistik, dapat diringkas sebagaiberikut: 

1. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi maupun Badan), 

dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa 

atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

2. Dasar Hukum PPh Pasal 23 adalah: UU Nomor 36 Tahun 2008, 

244/PMK.03/2008, 141/PMK.03/2015. 

3. Tarif atas PPh Pasal 23 adalah 15% dari jumlah bruto dividen kecuali 

pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, 

hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 2% dari 

jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan 

4. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan sampai batas tanggal 10 bulan 

berikutnya dan penyampaian pajak dilakukan 20 hari setelah masa pajak 

berakhir. 

5. Prosedur dalam PPhPasal 23 yang ada pada KCTC Samudera Logistik 

selama ini sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. 

6. Permasalahan yang timbul dalam prosedur PPh Pasal 23 ini adalah 

keterlambatan rekanan dalam mengajukan permohonan pembayaran kepada 

PT KCTC Samudera Logistik. 

7. Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT KCTC 

Samudera Logistik sudah sesuai dengan UU No 36 tahun 2008.  

8. Kontribusi pajak yang dilakukan oleh PT KCTC Samudera Logistik cukup 

signifikan dengan DPP Rp 12.105.889.715 dan jumlah yang disetor sebesar 
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Rp 288.216.067 selama tahun 2019. Dengan kontribusi pajak sebesar Rp 

288.216.067 membuktikan bahwa PT KCTC Samudera Logistik dalam 

kontribusi pajak terhadap negara cukup besar padahal ini hanya untuk pajak 

penghasilan pasal 23, padahal masih banyak pajak yang lain yang setoran 

pajaknya lebih besar dari PPh Pasal 23. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: SPT  Induk PPh pasal 23 Juni 2019 
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Lampiran 2: BPN PPh pasal 23 Juni 2019 
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Lampiran 3: BPS PPh pasal 23 Juni 2019 
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